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TENTANG 

KABUPATEN BOMBANA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

BUPATI BOMBAiiA 
PROVINS! SULAVJESI TEMGGARA 

I 
! 
! 

I 
I 
I 
I 

ORGANI,SASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

• 
I 

- DENGAN-RAHMAT 'FUHAN YANG-MAHA·ESA I - 
I 
I BUPATI BOMBANA, 

Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Menimbang 
j 

al. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) 

I 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu 
dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana; 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 

' 
b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 

I 2016 .tentang Kedudukan, .Snsunan Organisasi, Tugas 
[ 

I 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana 
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah .Kahupaten .Bombana .sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu 
diganti; 

cJ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
I dimaksud daiam huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi/ 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. 

y 
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I 
�. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

I Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 

Wakatobi .dan Kabupaten. Kolaka, Utaraidi Kabupaten 
Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 

2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor . ,,82, . Tambahan .Lembaran . Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) · sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia .Nomor 5494); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaii:nana 

telah beberapa terakhir diubah Undang-Undang Nomor 
i 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
I 

j. 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

I 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tel� j 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun/1 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
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2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
\ Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

I 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

I Nomor 157); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
421); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi clan Kabupaten/Kota, 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

970); I 
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I 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 
I 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 398); 

12� Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan .Struktur Organisasi Pada lnstansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
I 
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
. I 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
. I 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana. 
. I 

3. Bupati adalah Bupati Bombana. 
I 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana. 
I 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. 
6. Sekretaris n!erah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. 

I 
7. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat, AsJten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, serta 
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana./ 
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8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bombana. 

9. Jabatan AdJinistrator adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab 
memimpin 

p1b1aksanaan 
seluruh kegiatan pelayanan publik serta 

Adrrinistrasi 1emerintahan dan Pembangunan. 

1 D� .clabatan .Pengawas .adalah .jabatan yang .. rnemiliki tanggungjawab 
. mengendalikah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pelaksana. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitb dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
I 

keahlian dan keterampilan tertentu. 
. I 

I BAB II 

• 
I BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

I 
, I 

Perangkat Daerap _ya�g melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
. I 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diwadahi dalam bentuk Sekretariat 

Daerah. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 

Nomenklatur pera'.ngkat daerah Kabupaten sebagaiman dimaksud dalam Pasal . j 
2 adalah Sekretanat Daerah Kabupaten Bombana. . I 

Bagian Ketiga 

I 
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

dikl�sifikasnJn atas tipe A. 
(2) Peri�ntuan tiJe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang Sekretariat Daerah. ( 

Pasal 2 

.Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

Pasal 4 

Tipe Perangkat Daerah 
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(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud padl ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

I 
perundang-undangan. 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

Pasal 5 
I 

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Pemerintahan yang menjadi 
I kewenangan daerah. 

• (2) Sekretariat Da�rah dipimpin oleh seorang ·sekretaris Daerah. 
(3) Sekretaris Dae�ah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

B . I 
upati. I 

I Pasal 6 

Sekretariat Daerj mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam 
menyusun kebijkkan dan mengoordinasikan administratif terhadap 
pelaksanaan 

tugaJ 
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat 

D ah. I. f . aer mempunyai ungsi : 
a. pengkoordinasia'.n penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengorganisasiah pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 
c. pemantauan daA evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; 
d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi 

Daerah; dan 
I 

. 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 8 

Untuk melaksan an fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat 
Daerah mempuny� kewenangan sebagai berikut: 
a. pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh 

Perangkat Daer.hi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah/ 
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b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam 
I 

arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan . I 
petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan 
pemerintahan, p�mbangunan dan pembinaan masyarakat; I . 

c. pembinaan .administrasi, .or.ganisasi clan .tata laksana serta memberikan 
pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut 

tug+ 
dan fungsi Pemerintah Daerah; dan 

e. pelaksanaan kelembagaan masyarakat dan hubungan antar lembaga. 

, I 
! 

Susunan Organisasi 

I 
I 

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas) 
. I 

Bagian, 2 (dua) �ub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu : 

a. Asist�n : \ . . 
1. Asisten Pemenntahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
2. Asisten Peiekonomian dan Pembangunan; dan 

' . Adi . . i U 3. Asisten · ministrasi · · mum. 
· . I diri ct · b. Bagian-Bagian ter m an : =: I , 

1. Bagian Tata Pemerintahan; 
2. Bagian Ke�ejahteraan Rakyat; 

3 B . . K I. . agian e1Jasama; 
I 

4. Bagian Hukum; 
. P I k . 5. Bagian ere onomian; 

6. Bagian 
A�trasi 

Pembangunan; 

7. Bagian Sutnber Daya Alam; 
8. Bagian 

Pehgadaan Barang dan Jasa; 
9. Bagian Pe)encanaan dan Keuangan; 

. o I .• 10. Bagian rgamsasi; 
. U I 11. Bagian mum; 

12. Bagian Prdtokol dan Komunikasi Pimpinan; 

13. Sub Bamat Penga.daan Barang � J� "" 
14. Sub Bagian Protokol dan Komunikast Pimpman/ 

I . 

Bagian Kedua 

Pasal 9 
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c. Staf Ahli Bupati. 

d. Kelompok habatan Fungsional. 

(2) Asisten 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang 
Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
Daerah, 

(3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam lampJan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan BuJati Ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretaris Daerah 

( 1) ·Sekretaris i Dae rah 

Pasal 10 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 
organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administrasi kepada 

. I seluruh Perangkat Daerah serta menyusun kebijakan dan 
mengkoordinadikan Dinas dan Badan Daerah. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. penyusunan( monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah; 
c. pengoordinaran pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah; 
d. pembinaan dan penyelenggaraan .administrasi aparatur Pemerintahan 

. I 
Daerah; 

e. pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, 

prasarana dan sarana Pemerintah Daerah; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya/ 
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Bagian Kedua 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 11 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
I 

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di 
I 

bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian 
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan 
dan evaluasi p�laksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Pemerintahan, 

I 
Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama. 

I 
(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang 

Asisten dan 
befranggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Asisten 

Pemerintahan ban Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan 

kerja sama; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang tata 
pemerintaha:h, hukum, ke.sejahter:aan rakyat, dan kerjasama; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata 
pemerintah+, hukum, kesra dan kerja sama; 

d. pemantauan J dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata 
pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama; 

e. pemantauaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 
pencapaian 

thjuan 
kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor 

yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan .di bidang tata 
pemerintahab., 

hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 

tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama yang 
. I 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

( l) Asisten Pemenntahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 
a. Bagian TatJ Pemerintahan; 
b. Bagian Kesbjahteraan Rakyat; 

. c. Bagian 
Kerj� 

Sama; dan 

d. Bagian =r! 
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(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing - masing di pimpin 
oleh eeorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
daera:h melalui Asisten Pemerinta:han dan Keseja:hteraan Rakyat. 

Bagian Ketiga 
Bagian Tata Pemerinta:han 

Pasa:l 13 

( 1) Bagian Tata iPemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan daera:h, pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah, pehgoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daera:h, 
pemantauan dan eva:luasi pelaksanaan kebijakan daera:h, pelaksanaan 
pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerinta:han, 
administrasi kewilaya:han dan otonomi daerah. 

(2) U�tuk melakkanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bagian 
. I 

Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi .:. 
a. penyiapan ba:han perumusan kebijakan daera:h di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilaya:han dan otonomi daera:h; 
b. penyiapan ba:han pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang administrasi pemerinta:han, administrasi kewilayahan dan 
. I otonomi daera:h; 

c. penyiapan ba:han pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daera:h .di ridang .adminstrasi . pemerintahan, .adminstrasi kewilayahan 
dan otonomi daera:h; 

d. penyiapan 
I 
bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daera:h di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 
dan otonodii daera:h; dan 

e. pelaksanadn fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan 
I . 

dengan tugas dan fungsinya. 
! 

(3) .Kelompok .dabatan .Fungsional .mempunyai .tugas melaksanakan .tugas 
teknis bagiab tata pemerinta:han sesuai bidang kea:hliannya, dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

, I 
peraturan pelundang-undangan yang berlaku. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsiona:l sebagaimana dimaksud da:lam ayat (3) 
da:lam mela.Jsanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepa:la 
Bagian Tata Pemerinta:han dan bertanggungjawab kepada Sekertaris 

=-l 
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Pasal 14 

Susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 terdiri at!s Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Keempat 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 15 

( 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan 

lpengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelk.ksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, 
KesejahteraJ sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

(2) Untuk 
melak+nakan 

tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala 
Bagian Kesejahteraan Raky.at .menyelenggarakan fungsi .: 

I 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

· bidang keaJamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; . I 
b. penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 

masyarakatf 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan .kehijakan, .dampak . yang .tidak di 

inginkan, dkn faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
• di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahtraan 

masyarakat; dan 
I 

d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan 
tugJs 

dan fungsinya. 

(3) Kelompok JJbatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

.teknis bagra.J kesejahteraan rakyat .sesuai .hidang keahliannya, dan 

melaksanakJ tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

peraturan peJndang-undangan yang berlaku. 
I 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam melak�anakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
Bagian KesejJiiteraan Rakyat dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
Dae.rah./ 
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Pasal 16 

S ' . I . B . K 'ah Raky b . d' ak d usunan orgamsasi agian esej teraan at se agaimana im su 

dalam f'.asal 15 
tetiri 

dari Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kelima 

Bagian Kerjasama 

Pasal 17 

( 1) Bagian Kerjasama mempunyai tugas · melaksanakan penyiapan 
pe�musan �ebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 

I 

daerah, perigoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

Pemantauan 
\ 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan 

pelaksanaan bembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam 

negeri, fasilitdsi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama. 
. I 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bagian 
Kerjasama m�nyelenggarakan 

fungsi ; 
I 

a. penyiapan jbahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama 
dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan evaluasi kerjasama; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah 

dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi 

kebijakan; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daer.ah .dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasam.a luar negeri .dan 
• I . evaluasi kerjasama; 

d. penyiapan lbahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan 

al . k I. ev uasi erjasama; 
I 

e. penyiapan I bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

kerj asama; dan 
. I 

f. pe� fungsi Jain yang di .berikan oleh .pimpinan yang .berkaitan 
dengan tugas dan fungsinya; 

• I 

(3) Kelompok JJbatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

teknis bagian kerjasama sesuai bidang keahliannya, dan melaksanakan 

tugas Iain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan 
I perundang-undangan yang berlak1 
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam melakbanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
Ba�ian 

Kerjas1ama 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

Pasal 18 

Susunan organisaii Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
terdiri dari Kelomplok Jabatan Fungsional. 

Bagian Keenam 

Bagian Hukum 

( 1) 

(2) 

(3) 

I 
I Pasal 19 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanak:an penyiapan pernrrrusan 
kebijakan dlerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

I 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 
peniantauan 

\dan 
evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan 

I 
hukum serta dokumentasi dan informasi. 

Untuk melakJanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian 
Hukum 

menyJlenggarakan 
fungsi : 

I 
.a.penyiapan ·fahan .perumusan .kebijakan .. daerah di .hidang perundang- 

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
I 

b. penyiapan lbahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
. f .. hlk m ormasi u um; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta 

dokumentruri dan informasi.hukum; 
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

I 
perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan 

informasi htkum; 

e. 
pelaksanaJ 

fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugJs dan fungsinya. 
I 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan tugas 
. .teknis .sesuai .bidang .keahliannya, ... dan . melaksanakan tugas lain yang 

· diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang =! 
I 
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam melJsanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
Bagian Hukuhi dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

Pasal 20 

Susunan organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
terdiri dari Kelomriok Jabatan Fungsional. 

Bagian -Ketujuh 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 21 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembanguanan mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah , 
, I . 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perumusan 
kebijakan daJrah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan 

da�rah di 
+dang 

perekonomian clan administrasi pembangunan , 
pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam. 

(2) Asisten Perekbnomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten 
yang bertanJungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Untuk melak�anakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Asisten 
Pe;ekonomiJ dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

.a, pengkoordihasian perumusan .kebijakan daerah di bidang 
�erekonomlan dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan 

; I 
jasa dan sumber daya alam; 

, I 
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomtan, 
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan 

, I 
jasa dan sumber daya alam; 

c. perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 
d. pemantauan .dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daer.ah di .bidang 

pengadaan barang dan jasa; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 
pencapaian tujuan kebijakan, dampak - yang tidak diinginkan, dan 
faktor yank mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

I 
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan 

f. 
pelaksanaah 

fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di 
I 

bidang . perekonornian, .administrasi .pemhangunan, pengadaan barany 



[ ! 

-15- 

dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 22 

( 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 
B . . p lk . a. , agian ere onorman; 

b. Bagian AdJinistrasi Pembangunan; 
. I 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan 
d. Bagian su.Jrber Daya Alam. 

(2) Ba�an sebag�mana dimaksud pada ayat (1) masing - masing di pimpin 
oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

• I 
i 
I Bagian Kedelapan 

Bagian Perekonomian 

, P.asal 23 

Bagian Pereklnomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian 
perumusan �ebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, penatausahaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan • I . 
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan 
distribusi perikonomian, dan perencanaan dan pengawasan. 

(2) Un�uk melaklanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
P eko · I 1e :ak f · • ere norman menye nggar an ungsi .: 
a. penyiapan bahan perumusan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan 

4istribusi 1erekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi 
mikro kecil i 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, 

pengendrut .dan .distribusi .perekonomian, dan .perencanaan dan 
pengawasan ekonomi mikro kecil; · 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di 
iriginkan, �an faktor mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 

bidang 
petbinaan 

BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi( 

( 1) 
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perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 
dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tuJas dan fungsinya. 
I 

(3) Kelompok 1abatan Fungsional mempuny.ai .tugas melaksanakan tugas 
teknis bagian perekonomian sesuai bidang keahliannya dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
. I 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalam melJsanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
Bagian Perek�nomian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

Pasal 24 

Susunan organisasi Bagian Perekonomian sebagimana dimaksud dalam Pasal 
23 terdiri dari Kelbmpok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kesembilan 
Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasa125. 

( 1) 

(2) 

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
pengoordinaJian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penatausahaan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, 

Pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. 

Urituk melJsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Administrasi Pembangunan menyelenggar.akan fungsi.: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pei;iyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan 
I 

pelaporan; 
. i 

b. penyiapan] bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan 

evaluasi dan pelaporan; 
c. penyiapan bahan .pemantauan dan .evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di 

inginkan, kan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakanl 
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di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi 
dan pelaporan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 
dengan tu�as dan fungsinya. 

I 
(3) .. Kelompok Jabatan Fungsional .mempunyai. .tugas melaksanakan. tugas 

teknis bagiJ administrasi pembangunan sesuai bidang keahliannya dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
. I 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Kelompok Jibatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
. I 

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
I 

Bagian Administrasi Pembangunan dan bertanggungjawab kepada 
. I 

Sekretaris Daerah. 

I I Pasal 26 

S .I . B . Ad . . . p b b . usunan orgamsasi agian ministrasi em angunan se agaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. 
! 

Bagian Kesepuluh 

Bagian Sumber Daya Alam 

Pasal.27 

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan 
. d' I. k biiak d h di · pengoor masian perumusan e lJ an aera , pengoor masian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan penatausahaan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam pertanian, 

kehutanan, kelautan dan perikanan, Sumber Daya Alam pertambangan 
dan 

lingkungb 
hidup serta Sumber Daya Alam energi dan air. 

(2) Untuk me�anakan tugas .sebagaimana dimaksud pada, ayat. (1) Bagian 
Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : · 
a. penyiapan I bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang sumber Daya Alam, pertanian, kehutanan, kelautan dan 

perikanan, Sumber Daya Alam pertambangan dan lingkungan hidup, 
dan Sumber Daya Alam energi dan air; 

b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang_ Sumber Paya .Alam, pertanian, .kehutanan, kelautan 
dan perikanan, Sumber Daya Alam pertambangan dan lingkungan 

hidup, dan Sumber Daya Alam energi dan air; I 

(1) 
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c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di 

I 
inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 

I . 
di bidang bidang Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan, kelautan 

.dan penJ.nan> Sumber Daya Alam pertambangan dan lingkungan 
hidup, dan Sumber Daya Alam energi dan air; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 
dengan tuJas dan fungsinya. 

I 
(3) Kelompok .Iabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

teknis 
bagiah 

Sumber Daya Alam sesuai bidang keahliannya dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

I peraturan perdang-undangan yangberlaku; 
(4) . Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

<la.lam mela.Jsanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
I 

Bagian Sumber Daya Alam dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 28 

Susunan organisasi Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 terdiri da!n Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kesebelas 
·-Bagian Pengadaan 'Barang ·dan Jasa 

Pasal 29 

(lJ Bagian Pe11gidaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

I 
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinaJian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan 

jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi penkadaan barang dan jasa. 

(2) .Untuk � tugas .sebagaimana, .dimaksud .pada ayat (1) Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan layanan zz:»: elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 
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b. penyiapan lbahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di 
bidang pengelolaan batang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
�ecara elek�ronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah .di bidang pengelolaan .barang .dan jasa, pengelolaan layanan 
pengadaanl secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang dan jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan rlengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 
pengadaanl 

barang dan jasa; dan 
eA .pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan .oleh .pimpinan yang .berkaitan 

dengan tuJas dan fungsinya . 
I 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 
teknis 

bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai bidang keahliannya dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
. I 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Kelompok J!batan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalam melJsanakan tugasny.a melakukan ko.ordinasi dengan Kepala 

Bagian PenJadaan Barang dan Jasa dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris nJerah. 

Pasal 30 

Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 31 

( 1) Bagian Peng�daan Barang dan J asa terdiri dari: 
a. Sub Bagiah Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

b. .Kelompok iJabatan Fungsional. 
(2) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada 

I ayat (1) huruf a melaksanakan tugas: 
a. me1aksan�an lnventarisasi paket pengadaanbarang /jasa; 
b .. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; 

• I · d b 1· ( c. menyusun strategi penga aan arang jasa; 
- I 
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d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen 

pendukung! lainnya dan informasi yang di butuhkan; 

e. melaksanJan pemilihan penyedia barang/jasa; 
I 

f. menyusun dan mengelola catalog elektronik lokal/ sektoral; 

g. membantu perencanaan .. dan .pengelolaan. .kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/jas1 pemerintah; dan 
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
[ 

(3) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala 

.Sub Bagian . ran .bertanggung jawab .kepada, Kepala Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa. 

I 
(4) Kelompok J�batan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

I 
teknis bagianf Pengadaan Barang dan Jasa sesuai bidang keahliannya dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

I peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(5) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 

.melaks� 
tugasnya .melakukan knordinasi .dengan Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa serta bertanggung Jawab kepada Sekretaris 

Daerah. 

Bagian Kedua Belas 

Asisten Administrasi Umum 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 32 

Asisten AdJinistrasi Umum mempunyai tugas merribantu Sekretaris 

Daerah dalahi penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, 
pengkoordinJsian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan 

. .dan evaluasi pelaksanaan .kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, 
protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan. 
Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang 

, I 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Untuk metaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Asisten 

Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi : / 
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a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 
b. pelaksanaJ kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi 

I 
pimpinan, dan perencanaan dan keuangan; 

c. pengordinaJian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

.organisasi; 
I 

d. penyiapan belaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 
. organisasi, !protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan 

keuangan; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

organisasi; 
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil 

.negara pada .instansi daerah; .dan 

g. 
pelaksanaah 

fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di 
bidang ordanisasi, protokol komunikasi, umum dan administrasi 
pimpinan Jerta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan 

tugas dan fhngsinya 
! 

Pasal 33 

Asisten Administrasi Umum terdiri dari: 
. I 

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b B .. o I • . . agtan rgan1sas1; 
c. Bagian Umhm; 
d. Bagian ProJokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 

. I 
e. Kelompok Jabatan Fungsional . 
Bagian 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) masing - masing di pimpin 

oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab .kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. 

I 

Bagian Ketiga Belas 

Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 34 

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan 

I 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan 
I 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, 

keuangan dJ, pelaporan serta Aset Daerah. I 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Pei-encanaanl dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta Aset Daerah; 

b .. penyiapan haban pengoordinasian .pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di 
inginkan, ban faktor yang menpengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang 

berencanaan, 
keuangan dan pelaporan; dan 

d. pelaksanakn. fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas . I 
.dan fungsinya, 

(3) Kelompok 1abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

teknis 
perencanaan 

dan keuangan sesuai bidang keahliannya dan 
melaks=+ 

tugas Iain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

I 
(4) Kelompok �abatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
. I 

Bagian Perencanaan nan Keuangan dan hertanggungjawab kepada 
: I 

Sekretaris Daerah. 

Pasal 35 
I 

Susunan -organisasi Bagian Perencanaan . .dan -Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Keempat Belas 

BagianOrganisasi 

Pasal 36 

(2) 

(1) Bagian 
I 

01 

•• rgamsasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

(2) 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tata laksana, 
d. ki · L s: • bi kra · · an · neIJa uan -re1ormas1 1ro :s1. 

I 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Organisasi Jienyelenggarakan fungsi: ( 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan 
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja 
d ii I · bi kr · an re ormasi rro asi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 
.bidang kelembagaan .dan .analisis jabatan, pelayanan .publik. dan .tata 

· laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang kelembagaan dan analisis Jabatan, Pelayanan Publik 
I 

dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ·; 
d. penyiapan I bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
I 

dan tata 1aksana serta kinerja dan.reformasi ... birokrasi; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tuJas dan fungsinya. 
. ! 

(3) Ke�ompok iabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 
teknis Bagian Organisasi sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan 
tugas lain tang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan 

. I 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4.). Ke,Jompok 
.Jtbatan 

Fungsional .sebagaimana �1,Ul .pada .ayat (3) 
dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 
Bagian Orgabisasi dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

-Pasal 37 

Susunan organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
terdiri dari Kelom�ok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ke Lima Belas 
Bagian Umum 

Pasal 38 

(l) Bagian Um1m mempunyai -tugas .melaksanakan penyiapan pelaksanaan 
k�bijakan dan penatausahaan dan evaluasi di bidang tata usaha 
pimpinan, 

s� 
ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
U�um me�yelenggarakan fungsi : 
a. penyiapJ bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha 

: 
pimpinan I staf ahli, dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga/ 
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b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah 

. I 
tangga; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan 
: I 

.dengan tugas .dan fungsinya, 
I 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 
teknis bagian Umum sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas 
lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang- 

• I 
undangan yang berlaku;. 

Kelompok 
J�batan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (31 

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala 

Bagian .umuhi .dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

Pasal 39 

Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
terdiri dari KeloJpok Jabatan Fungsional. 

Bagian Keenam Belas 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

(1) 

(2) 

Pasal.40 

Bagian Prot6kol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 
kebijakan �engoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
pemantauari · dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
protokol, kokunikasi pimpinan, dan dokumentasi. 

I 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Protokol dJ Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 

.a .. penyiapan .hahan .pelaksanaan .kehijakan .dibidang .protokol, .komunikasi 

• 
pimpinanl 

dan dokumentasi; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

. I 
. Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi; 

c. penyiapJ bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
. daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan 

d: 
pelaksanf° 

fungsl i lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan 
.dengan .tugasnya. 

I 

\ 
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(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

tekriis 
bagiJ 

Protokol dan komunikasi pimpinan sesuai dengan . I 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Kelompok -Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

__ dalam melakJanakan tugasnya melakukan koordinasi .dengan Kepala 

Bagian Protokbl dan Komunikasi Pimpinan dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris DaJrah. 

Pasal 41 

Susunari organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam PJisal 40 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. , I 

-Pasal42 

( 1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari: 

a. Sub Bagian Protokol dan Komunisasi Pimpinan; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub: Bagian 
sJbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan 

tugas: 

a. melaksanakan tata protokoleran dalam rangka penyambutan tamu 
I 

.pemerintah daerah; 

b. 'menyiapkk bahan koordinasi dan/ atau fasilitasi keprotokolan; 

c. menyiapkk bahan informasi �cara dan jadwal kegiatan Kepala 

.Daerah dJn Wakil Kepala Daerah; 

d. : menginfotkasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; 

e. 
melalru� 

koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan W akil 
· Kepala Daerah; 
- I 

J. .menjalin hubungan .dengan berbagai .pihak terkait pelaksanaan fungsi 

.juru bicara pimpinan daerah; .· . 

g. : memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian 

informasi terten tu; 

h ... memberi�an informasi' dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait 
sesuai kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan; 

i. menghimbun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan 
.mendes1 .sesuai .kebutuhan Kepala.Daerah dan W akil Kepala Daerah; 

j. . menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; 

k.; 
menyiap�an 

dan menggandakan bahan materi kebijakan;( 

\ 
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1. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala nJerah; dan · 
. I 

m .. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

. tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Bagi.an Protokol .dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh .. seorang 

Kepala Sub B
1agian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol 

d K ·11 . Pi . an omunucasi mpman. 

Kelompok J�batan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 
teknis bagik Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai bidang 

keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
. I 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Kelompok Jab�tan.Fungsional .sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 
melaksanakah tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian 

Protokol dan' Komunikasi Pimpinan dan bertanggung Jawab kepada 
. I 

Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedelapan Belas 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 43 

(4) 

• (1) 

(2) 

(3) 

Pasal 44 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, 

terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional 
sesuai bidani keahliannya. 

. I 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksdud pada ayat (1) . I 

· dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan .fungsional sesuai 

ruang lingku� bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
. . .I 

masmg-masmg. 
K�ordinator lsebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas 
koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada saJ kelompok substansi 
pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi{l 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan b�dang keahliannya masing-masing berdasarkan ketentuan 

I peraturan perundang-undangan. 
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Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 

tugas membahtu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan .. I 
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 

kelompok subktansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. 

(5) Koo�dinator dan sub-koordinator .sebagaimana dimaksud pada ayat �3) 
dan ayat (4) �

itetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan 
. I 

pejabat yang berwenang. 
Ketentuan mJngenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator 

sebagaimana �imaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal 45 

(1) 04am melakjanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi �
aik 

dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana serta dengan 

Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas 
. . I masmg-masmg. . .• I 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala 

Bagian, 
Subl 

Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sin:kronisasi raik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai 
dengan tugas pokok masing-masing . 

(3) Se1fap 
p�pin 

satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bombana wajib melaksanakan pengawasan melekat. 

·; 

Pasal 46 
! 

Sekretaris Daerali wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing- 
masing: dan bila ierjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperluk . an 
sesu1·I 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 47 

Sekretaris Daeratl, memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing 
dan memberikJ bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas 
bawah1u.ya-( 

(6) 

(4) 
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Pasal 48 
. I 

Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi 
I 

petunjuk dan lhertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan 

menyampaikan 1Jporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 49 

Setiap .laporan 
ybg 

diterima oleh Sekretaris Daerah dari bawahannya, wajib 
diolah . dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih Ian jut 
dan untuk memJerikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 50 

Dalam 
menyamJaikan 

laporan, -tembusan wajib .disampaikan .pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

I 
Pasal 51 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi baw�annya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

I 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 52 

Dalam hal se14etaris Daerah berhalangan atau tugas dinas luar daerah, 
Sekretaris Daerah menunjuk Asisten untuk melakukan tugas-tugas kepala 

sekretaris 
daeraf 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlalru. 

Pasal 53 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam. lingkungb Pemerintah Kabupaten Bombana dapat mendelegasikan 
kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan 

ketentuan yang =t : I - 

. 
I 
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BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN 

I 
DALAM JABATAN 

Pasal 54 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 

dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Sekretaris nJerah diangkat dan diberhentikan oleh 'Gubernur atas usul 

Bupati yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan YIK berlaku. 
(3J Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 

I Daerah Kabupaten Bombana yang memenuhi syarat sesuai dengan 

peraturan 
petundang 

- undangan yang berlaku. 

(4) Staf Ahli 
Bupati 

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugaJ keahliannya masing-masing yang memenuhi persyaratan 
I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Sekretaris n!erah merupakan jabatan eselon II.a., Asisten dan Staf.Ahli . I 
.merupakan jahatan .eselon Il.b .atau masing-masing .pemangku jabatan 
P.. . T' I • p impman mggi ratama. 

(6) Kepala 
Bagian 

dan Kepala Sub bagian dan pejabat fungsional diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. . 

(7) Kepala 
BagiJn 

merupakan jabatan eselon III.a atau pemangku jabatan 
Ad. . . I 

m1n1strator. 
(8) Kepala Sub bagian merupakanjabatan eselon IV.a atau pemangkujabatan 

Pengawas. 

(9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 

I 
Pemerintah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 55 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Pejabat yang saat ini 
sedang menduduid jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai 
dengan 

Penyesulan 
Jabatan sesuai dengan Nomenklatur baru Sekretariat 

. I j Daerah Kabupaten Bombana. 



BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal 56 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana 
Nomor 30 Tahun 6016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 
ten tang: Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 
tentang: KedudukJn, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Sekretariat .Daerah Kabupaten .Bombana .dicabut . dan .dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 57 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

'Ditetapkan di 'Rumbia 
pada tanggal, .1.; �\'1fv 1--f-1 2022 

NO 

3 
'4 
5 

2 
1 

Diunda:ngkan di Rumbia, 
pada Tanggal, 2?, ref>�Af-\ 2022 

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

I . 

.. \lll 
MAN ARF 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR .... ?. .. 
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